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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana  implementasi kebijakan pemerintah secara umum melalui perizinan sebagai salah satu instrumen pemerintahan dalam sektor riil khususnya terhadap pengaturan mengenai pembangunan BTS di kota Samarinda. Keberadaan izin gangguan tersebut sesungguhnya adalah untuk menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari resiko yang dapat terjadi akibat pembangunan dan pengoperasian menara BTS  di wilayahnya. Tanpa adanya penerbitan izin tersebut, sebuah menara BTS tidak dapat dibangun dan dioperasikan, pada kenyaataannya kurang dari separuh menara BTS yang memiliki izin gangguan.
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I.   PENDAHULUAN
	Bidang pertelekomunikasian di Indonesia saat ini menjadi lahan yang subur dan terus berkembang di Indonesia, sebagai usaha yang mendukung industri telekomunikasi seluler, penyediaan sewa menara menempatkan BTS milik operator telepon seluler pun turut menerima dampaknya dari pertumbuhan tersebut, perkembangan industri sewa menara ini tergolong kilat mengikuti industri telekomunikasi.
	Di Samarinda keberadaan menara telekomunikasi telah memiliki permasalahan sendiri, pola penyebarannya dianggap tidak memperhatiikan pola tata ruang yang dimiliiki oleh pemkot Samarinda, memancing DPR kota Samarinda mendesak pemerintah kota ( Pemkot ) Samarinda menertibkan puluhan menara ( Tower ) jasa telekomunikasi khususnya BTS operator telepon seluler yang tidak mengantungi izin maupun yang menyalahi aturan.
	Sumber yang bisa dipercaya menyatakan bahwa saat ini di kota Samarinda terdapat 54 menara telekomunikasi, tetapi yang sudah mengantungi izin hanya 40 menara, sedangkan sebanyak 14 menara lainnya tidak berizin.
	Izin gangguan merupakan salah satu syarat mutlak dalam pengajuan pembuatan sebuah menara BTS, kedudukannya sama dengan IMB dan rekomendasi dari komandan pangkalan udara Sepinggan Balikpapan serta dinas perhubungan dimana tanpa adanya penerbitan izin-izin tersebut menara BTS tidak dapat dibangun dan di operasikan.

II.   PERMASALAHAN
	Isu sentral yang berkembang sehubungan dengan pembangunan menara BTS di kota Samarinda ini, mengundang permasalahan hukum empiris dan hukum normatif yaitu :

1.  Permasalahan Hukum Empiris
Bagaimana pelaksanaan izin gangguan terhadap pembangunan menara BTS operator telepon seluler dalam sistem tata ruang di kota Samarinda?

2.  Permasalahan Hukum Normatif
a.  Apakah eksistensi pranata hukum izin gangguan terhadapa pembangunan menara BTS sudah sesuai dengan sistem tata ruang di kota Samarinda?
b.  Apakah pranata hukum terhadap pembangunan menara BTS operator telepon seluler di kota Samarinda sudah sesuai dengan asas kepastian hukum?
III.  METODE PENELITIAN
	Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokkan data dalam dua bagian yaitu:

a.  Data Primer, adalah data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan yaitu di kota Samarinda.

b.  Data Sekunder, adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang berkaitan dengan tulisan ini.

2.  Tehnik Pengumpulan Data
Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a.  Penelitian Yuridis Normatif, penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan jurnal ini.

b.  Penelitian Yuridis Empiris, merupakan tehnik data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian, penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu:
1.  Wawancara : yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungan langsung degnan penelitian, yaitu pemerintah kota Samarinda dan masyarakat.
2.  Kuesioner : yaitu memperoleh data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan juga perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
3.  Observasi : yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tentang pendirian menara BTS di kota Samarinda.
4.  Analisa Data : dalam pembahasan pokok permasalahan dan menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang diperoleh baik itu primer maupun sekunder, kemudian penulis analisa secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pembangunan Menara BTS Operator Telepon Seluler Dalam Sistem Tata Ruang di Kota Samarinda

	Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha di wilayah daerah wajib untuk memilii izin yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, hal ini diperlukan karena kegiatan usaha apapun bentuknya memiliki resiko untuk menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Oleh karena itu pemerintah kota Samarinda menetapkan suatu peraturan berkaitan dengan kegiatan usaha di wilayah kota Samarinda untuk menertibkan, mengawasi serta mengatur setiap usaha yang berkegiatan di kota Samarinda maka pemerintah membuat suatu peraturan yang menyatakan bahwa setiap usaha, harus memiliki izin gangguan dan membayar retribusi. Retribusi tersebut adalah retribusi gangguan yang dipungut dari setiap usaha yang berkegiatan di kota Samarinda.

	Pemerintah kota Samarinda melakukan pungutan retribusi izin gangguan dalam rangka menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum. Retribusi izin gangguan dipungut dari semua kegiatan usaha yang ada di kota Samarinda melalui instansi yang berwenang yang telah ditunjuk oleh pemerintah yaitu Dinas Perizinan.
	Untuk mendapatkan izin gangguan maka harus mengajukan permohonan ke Dinas Perizinan melalui tahapan-tahapan yaitu, Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Perizinan dengan Melampirkan :
a. Fotocopy KTP pemohon
b. Dokumen untuk mengelola lingkungan hidup
c. Fotocopy izin membangun
d. Denah tempat usaha dan gambar situasi
e. Fotocopy akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum
f. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tempat, jika tempat tersebut bukan miliknya sendiri
g. Persetujuan dari pemilik rumah

	Izin gangguan terhadap pendirian menara BTS merupakan salah satu mekanisme yang harus dilewati oleh suatu menara BTS untuk dapat berdiri dan dapat melakukan kegiatan usaha. Izin gangguan diberikan setelah pemiliik menara bangunan BTS memiliki izin untuk mendirikan bangunan (IMB).

	Untuk mendapatkan izin gangguan terhadap BTS pihak menara BTS harus dapat menghadirkan IMB, khusus terhadap menara BTS penerbitan IMB, harus melalui syarat tambahan berupa rekomendasi dari Komandan Pangkalan Udara Sepinggan Balikpapan, serta memiliki rekomendasi dari Komandan Pangkalan Udara Sepinggan Balikpapan, serta memiliki rekomendasi dari Balai pelestarian purbakala, apabila menara tersebut dibangun diatas kawasan cagar budaya.
Berkaitan dengan pengundangan Peraturan Walikota No 24 tahun 2008.
	
	Dengan demikian dapat diketahui untuk mendirikan sebuah menara BTS harus melewati dua mekanisme izin yang berbeda. Bangunan BTS harus memiliki IMB dan izin gangguan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah mengenai izin gangguan, sementara untuk memperoleh  kedua izin tersebut pemohon harus memenuhi dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

	Fakta yang terjadi dilapangan adalah sering kali bangunan BTS setelah selesai dibuat sementara perizinan masih dalam proses, hal ini terjadi karena tuntutan bagi pihak jaksa pembangunan menara untuk memenuhi target tepat waktu pembangunan dan pengoperasian yang telah disepakati. Tindakan ini dilakukan jasa pembangunan dan pengoperasian yang telah disepakati. Tindakan ini dilakukan jasa pembangunan semata-mata demi menjaga kredibilitas hinga tanpa, sadar mengabaikan perngurusan izin membangun yang mengakibatkan izin gangguan menjadi terabaikan pula. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perizinan tampak seperti hal yang fleksibel dan keberadaannya dapat disampingkan, anggapan itu muncul karena pihak pemohon izin tetap dapat melakukan kegiatan walaupun belum mendapat izin untuk melakukan hal tersebut. Kenyataan itu tentunya bertentangan dengan hakekat izin sebenarnya yaitu pengecualian terhadap suatu yang pada pokoknya tidak dibolehkan.
	
	Penyelesaian terhadap permohonan izin juga tampak dari fakta yang menyatakan bahwa dari semua menara BTS yang berdiri di kota Samarinda hanya sekitar 15 bangunan yang memiliki izin gangguan. Penyepelean ini terjadi karena pihak pembangun maupun pihak pengoperasi menganggap bahwa segala jenis persyaratan tentang pembangunan menara BTS sudah tercakup dalam izin mendirikan bangunan, sehingga kedudukan izin gangguan hanya dianggap sebagai pelengkap saja.

	Dari fakta diatas dapat diketahui bahwa kedudukan izin gangguan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara BTS dianggap tidak cukup penting, seharusnya sesuai dengan peraturan yang telah diundangkan kedudukan izin mendirikan bangunan dan izin gangguan keberadaannya tidak dapat disampingi dan tidak ada satupun dari izin tersebut yang bersifat komplementer.

B.  Pranata Hukum Izin gangguan terhadap pembangunan Menara BTS Operator telepon seluler

	Izin gangguan ( HO ) atau izin undang-undang gangguan keberadaannya diatur dalam Hinder Ordonanti Staatblad tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan diperbaharui dengan Staatblat tahun 1940 Nomor 40 pada pokoknya peraturan ini mewajibkan semua perusahaan harus memiliki izin ganguan, karena betapapun kecilnya pasti memiliki dampak terhadap lingkungan sekitarnya, karena itulah izin gangguan dibutuhkan untuk melaksanakan penertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap timbulnya gangguan dari suatu usaha.
	
	Definisi tentang izin ganguan yang tertuang dalam perda kota Samarinda, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Dengan demikian pengertian izin disini berfungsi memberikan pengecualian terhadap usaha yang pada pokoknya dilarang karena dapat menimbulkkan akibat yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Hal ini lebih jauh merupakan bentuk etikad baik pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi para pengusaha menjalankan usahanya dengan tentram dan damai.
	
	Tujuan diundangkannya peraturan daerah ini adalah sebagai wujud dari upaya pemerintah kota Samarinda dalam meningkatkan pelayanan, pengendalian dan pengawasan terhadap tempat usaha serta meningkatkan upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, izin  usaha yang wajib mendapatkan izin gangguan terbagi dalam beberapa kriteria, antara lain berdasar besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh usaha dimaksud. Dalam peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2008 tentang retribusi izin gangguan, pembangunan dan pengoperasionalan menata BTS, termasuk dalam jenis usaha yang menimbulkan dampak yang cukup besar, karena hal ini banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh didirikannya sebuah menara BTS dalam satu wilayah, gangguan ini mencakup segi teknis dan non teknis biasanya berkatitan dengan masalah kesepakatan jual beli dan kepemilikan lahan serta aneka dampak psikologi dan sosial, sedangkan persoalan teknis antara lain gangguan yang terjadi di pesawat terbang.

C.  Retribusi Izin Gangguan Terhadap Pembangunan Menara BTS Pengendalian Menara Telekomunikasi Dan Asas Kepastian Hukum
	
	Retribusi izin gangguan peraturan daerah kota Samarinda tentang retribusi izin gangguan. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

	Izin gangguan adalah izin yang diberikan kepada tempat usaha kepada orang atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gagngguan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu, setiap memperoleh izin gangguan dikenakan retribusi.
	
	Dengan demikian dapat diketahui bahwa retribusi izin gangguan diatur dalam peraturan daerah kota Samarinda tentang retribusi izin gangguan, izin ini merupakan izin yang diberikan kepada tempat usaha orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

	Ada tiga komponen dasar untuk menghitung tarif izin gangguan yang harus dibayar seorang wajib retribusi.
Tiga komponen itu adalah :
· Jumlah besar nilai faktor
· Luas ruang usaha
· Tarif dasar
Tarif izin gangguan didapatkan dari perkalian ketiga komponen tersebut. Jumlah besar nilai faktor adalah, perkalian  antara indek skoro masing-masing faktor dan bobot yang telah ditetapkan. Indek skor terdiri dari indek-indek lokasi dan indek gangguan yang ditentukan oleh lokasi tempat kegiatan usaha. Sementara bobot untuk indek lingkungan adalah 30% , indek lokasi adalah 20% dan indek gangguan sebesar 50%, secara singkat nilai faktor didapatkan dengan rumusan sebagai berikut:
N.Faktor = (i.Lingkungan x 30%)+(L.Lokasi20%)+(Lingkungan x 50%)

V.  Kesimpulan dan Saran
A.  Kesimpulan
	Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai retribusi izin gangguan untuk pembangunan menara BTS dalam sistem tata ruang di kota Samarinda akan diuraikan beberapa kesimpulan yaitu :

1.  Pungutan retribusi gangguan terhadap pembangunan menara BTS di kota Samarinda belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang diharapkan. Karena hanya izin gangguan yang mengatur mengenai pencabutan izin dan pembongakaran ketika terjadi pelanggaran yang bersifat teknis.

2. 	Eksistensi Pranata hukum izin gangguan terhadap pembangunan menara BTS tidak sesuai dengan sistem tata ruang di kota Samarinda. 

3. 	Retribusi izin gangguan utnuk pembangunan menara BTS belum sesuai dengan asas kepastian hukum, hal ini terbukti dengan tidak dicantumkannya denda maksimal yang harus dibayar oleh seorang wajib retribusi ketika terlambat membayar, keadaan tersebut memberikan peluang kepada tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah.

B.  Saran

1. Retribusi izin gangguan hendaknya tidak dipandang hanya salah satu pos pendapatan daerah. Sudah seharusnya retribusi izin gangguan diberlakukan menurut fungsi dan tujuan yaitu melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kegiatan usaha.

2. Peraturan daerah tentang retribusi izin gangguan seyogyanya dapat diaplikasikan secara konkrit untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat, khususnya para wajib retribusi, oleh karena itu dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai hal-hal yang masih mendatangkan kebingungan dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan lembaga mana wajib retribusi dapat mengajukan upaya perlawanan jika terjadi sengketa antara wajib retribusi dengan pemerintah.
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